
BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

SA!LINARE

PERATURAN BUPATI MIMIRA

NOM-OR    13    TAHU-N2025

TENTANG

KEBIJARAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN RABUPATEN MIMIRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang   : a.     bahwa   untuk   penyelenggaraan   pemerintahan   yang   baik,
bersih   dan   bebas   dari   korupsi,   kolusi   dan   nepotisme   di
lingkungan   Pemerintahan   Kabupaten   Mimika,   diperlukan
komitmen  pelaksanaan  budaya  integritas  secara  konsisten
dan berkelanjutan;

b.    bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan
sistem   pengendalian   intern   di   lingkungan   Pemerintahan
Kabupaten  Mimika,  diperlukan  pengendalian  atas  tindakan
kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalaln  huruf a,  dan  huruf b  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati  Mimika  tentang  Kebij-akan Pengendalian  Kecurangan
di Lingkungan Pemerintahan  Kabupaten Mimika.

Mengingat     :1.     Undang=Undang      Nomor      28      Tahun       1999      tentang
Penyelenggaraan   Negara   Yang   Bersih   dan    Bebas   Dari
Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Reput)lik
Indonesia   Tahun   1999   Nomor   75,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3851)  sebagaimana  telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2002
tentang   Komisi    Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor
137,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 4250);
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2.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Paniai,  Kabupaten  Mimika,  Kabupaten  Puncak
Jaya dan Kota Soroflg (Leffibalani Negara R-epublik Iridofiesia
Tahun    199-9-   N,Cimor    173,    Tan-bahari    Lembaram    Ne%ara
Republik Indonesia Nomor 3894-};

3.     Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan
Saksi   dan   Korban   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonersia Nomor 4635),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undaffig-Uridafig N`offi®f 31  Tahtifi  2014  tefitang Perubahan
atas    Undang-Undang    N®mor    13    Tahun    2006    tentang
Perlindungan Saksi dan Korban  (Lembaran Negara Republik
ha_d_Qn.eat.a.   Tab_u.a.   2Q14   NQm_Qr   293,   Ta_in_bahan_   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4.     Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan
d`an     Pemberantasan     Tind-ak     Pid.ana     Pencucian     Uang
(Lembararl  Negara  Reptiblik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor
122,    Tambckan`    Lembararl    N`egara    Repubtik    End-onesi-a
Nomor 5.164};

5.     Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik lndonesiaNomor 5587)  sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023   tentang   Pe-Hetapan   Fie-r-atur-an   Pemerintah   Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Gip.ta  Keria
in.enja.di     Un_clang-Undang     (Lembarari_     Negara_     R.epubl_i.k_
Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. U-rrdang-Undang  Nom-ctr   1   TarfuH   202-2-   teri-tang-  Hubtln-gari-
Keuangan Antara Peme.rintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lemb.aran Negara Republik lndone.sia Tahun 2022 Nonior 4+
Tan.baha±i_        Lembaran        Negara        Repu_bfik_        In_d.on_esia.
Nomor 6757);

7.      UHdarig-Ur±dang Noffior-15 Tthun 2.022 tefitang pembentuka±'I
Prcwinsi Papua Tengah (Lemharan N`egara Repubtik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 58., Tamb.ahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NQmQr 68.04}`;

8.     Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023  tentang  Aparatur
Sipil-  Negara  (Lembaran  Negara  Repubfik  Indonesia  Tahun
2023-   Nomor   141,   Tambahan   Lembaran   Negara   R'epublik
Ifidoffi`esia Nomor 6897).;.



-3-

9.     Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun   2008-  Nomor   127,   Tambahan   Lembaran
Negafa R€publik Indonesia Noffiof 4890};

10.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahari
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tanbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

11..   Peraturan    Pemerintah    Ncmor 43 Tahun 2018 tentang Tata
Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta  Mas.yarakat`  dan  Pemberian
Peng.harg.aan Dalam Penceg.ahan dan Pemberantasan Tindak
PidaLa k-orupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018   Nomor   157,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6250);

12.   Peratu-ran Peme.rim.tan Nom.a,r 94 Tabu.n 20,21 ten,tang D-isiplin
Pegawai  Negeri  Sipfl  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2021    Nomor   202,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

13.   Peraturan  Presi-den  Nomor  54  Taliun  2018  tentang  Strategi
Nasional-    Pencegahan    Korupsi    (Berita    Negara    Republik
I-n.dofiesia` Tah.un-2018 Noffior 108-);-

14.   Peraturan   Menteri   Pemberdayaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi    Birokrasi    Nomor    90    Tahun    2021     tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas   dari   Korupsi   dan   Wilayah   Birokrasi   Bersih   dan
Melayani   di   lhstansi   Pemerintah   (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 202-I Nomor 1571);

15.    Pera.turan_   M_en_tern_   Dad_am_   Negeri_   NQm_Qr   80   Tab~un_   20±5
tentang` Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor  2036),  sebagainiana
telah  diubah dengan     Peraturan     Menteri   Dalam   Negeri
Nomor   120   Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri  Dalam     Negeri     Nomor  80  Tahun  2015  Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
lfroffiesia Tahufi 20.18-Nomor 157);-

16.   Peraturan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Nomor  02  Tahun
2019  tentang  Pelaporan  Gratifikasi  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

17.   Peraturan  BadaH  Pe-Hgawasan  Keuangan  dall  Pembarlgufiall
Nomor     5,    Tah-u`n     2021     ten_tang     Penilaian`     Maturitas
Penyelenggaraan    SPIP    Terintegrasi    pada    Kemente.rian/
Len_baga./Pem~eri_a_tch_     Da.erch_     (Beri_t_a.     Negara.     R.epu.bl_ik_
Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
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18.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2017
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi  Perangkat
Daerah   Kabupaten   Mimika   (Lembaran   Daerah  Kabupaten
Miika Tahtin 20 17 Noffiof 4) ;-

MEMUTUSEN:

Menetapkan :         PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN
KEG URAN GAN         D I         LI N GKU N GAN         PEM ERI NTAHAN
RABU-PATEN M-IMIRA.

BABI
EfflEftTU-AIN-UM-U-M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yarig dimaks.ud dengan :.
1.     Daerah adalah Kabupatefi Miffiik-a.

2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggara
Pemeri-ntahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemeri-ntahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Mimika.

4.     Organisasi   Perangkat   Daerah   yang   selanjutnya   disingkat   OPD   adalah
Organisasi   Perangkat   Daerah   di   lingkungan   Pemerintahan   Kabupaten
Mimika.

5.     Inspektorat   adalah   OPD   Kabupaten   Mimika   yang.   merupakan   unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6.      Ba_d.an_  Layan_an_  Urn_u.in.  Da~erah_  yang  se_I_anju_t_n_ya_  di.st_ngk_a_t_  BL_UD   a_d_al_ah_
OPD atau Unit Kelja pada OPD Kabupaten Mimika.

7.     Sckretaris Daerah adalah sekretaris Daerah-Kabu-paten-Mini-ka.

8.     Inspektur adalah lnspektur Kabupaten Mimika.

9.     Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai Negeri
Sipil  dan Pegawai Pemerintah Dengan Peljanjian  Ken.a pada Pemerintahan
Daerah.

10.   Penyelenggara    Daerah    adalah    Pejabat    Pemerintahan    Daerah    yang
menjalankan fungsi eksekutif, 1egislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang
fungsi     dan     tugas     pokoknya     berkaitan     dengan     penyelenggaraan
negara/daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perund-ang-undangan
yang berlafu.

11.   Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka
pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesual  dengan  peraturan  perundang-
und-angan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,
dan/atau   pelayanan   adffiinistratif  yang   disedickan   oleh   penyelenggara
pelayanan publi.k.
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12.   Asas    Umum    Pemerintahan    Daerah    yang    Baik    adalah    asas    yang
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk
mewujudkan penyelengaraan pemerintahan daerah yang bersin  dan bebas
dari froffip§i, kolus-i, d-aft nepotisffie.

13.   Penyelenggara   Daerah   yang   bersih   adalah   penyelenggara   daerah   yang
menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara/daerah dan  bebas  dari
praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

14.   Kedinasan  adalah  seluruh  aktivitas  resmi  penyelenggara  daerah  dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

15.   Kecurangan  (rtytzud)  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  secara  tidak jujur
dengan   tujuan   untuk   memperoleh   keuntungan   atau   mengakibatkan
kerugian  dengan  cara  menipu,  memperdaya,  atau  cara-cara  lainnya yang
melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

16.   Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan
secara  spesifik  untuk  mencegah,  mendeteksi,  dan  merespon  risiko  dan
kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

17.   Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola
sumber  daya  organisasi  dengan  tujuan  untuk  menghalangi  terwujudnya
atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.

18.   Deteksi  adalah  keseluruhan  upaya,   cara,  dan  metode  dalam  mengelola
sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan
serta menentukan keberadaan dan keteljadian kecurangan/ rec! Jzags.

19.   Respon  adalah  keseluruhan  upaya,   cara,   dan  metode  dalam  mengelola
sumber   daya   organisasi   dengan   tujuan   untuk   menurunkan   tingkat
kemungkinan  kejadian  dan/atau  menurunkan  tingkat  dampak  kejadian
kecurangan yang akan, sedang atau telah ten.adi.

20.   Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran
risiko kecurangan serta pengembangari sikap dan perilakri antikecurangan
melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.

21.   Preventif yaitu  kegiatan  pencegahan  antisipatif yang  sifatnya  mendahului
sebelum    timbul    fcktor    risiko,    sumber    risiko    dan    penyebab    risiko
kecurangan.

22.   Penangkalan yaitu upaya penceg.ahan yang dilakukan saat berlangsung aksi
berbuat  kecurangan  yang  teridentifikasi  melalui  upaya  pengamanan  dan
penj agaan yang efektif.

2.3..   Penggen_taran    a`ta.u    deteren_si   yai.tu_   u`paya`   pen_cegah_a±i_   yang    sifa.tnya.
meningkatkan kemung.kinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan
pelaku   diancam   untuk   ditindak   dengan   keras   dan   tegas   sehingga
menimbulkan rasa takut untuk berbuat.

24.   Inspeksi  Mendadak yang selanjutnya disingkat  Sidak  adalah  pemeriksaan
secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang
dilakukan secara tiba-ti-ba tanpa pemberitahuan.
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25.   Probity  Audit  adalah  penjaminan/czssttrorLce  yang  diberikan  oleh  cittczi.tor
prob{tg untuk  melakukan  pengawasan  independen  terhadap  suatu  proses
pengadaan  barang/j-asa,  dan  memberikan  pendapat  atau  simpulan  yang
obyektif  ffiefigenal   apak-ah   proses  pengadaan   barang/jasa  telah   sesual
deri.gall.  persyar`atan  kej-ujuran  {proife.€gr- z=equi;femenq,  yahai.  tel-ah-  mematuhi
pro.sedur  pengadaan  harang/jasa  sesual  ketentuan  yang  berlafu,  serta
in_em_en.u.h~i. pri.rL_a_ip~-pri_a_sip` dan_ et.i_k_a. penga.da.an_ ba_ra_ng/j as.a.

26.   Reviu PB`J adalah perlelaahan ulang bukti-bukt-i suatu kegiatan pengadaan
barang/jasa u.ntu-k mem-asti`kan- hahwa kegiatan te-rsebu_t teleh d-ilaksanakan
s.esuai   dengan   ketentuan,   standar,   rencana,   atau   no.rma   yang   telah
ditet_apk_an_..

2.7.   Pengawasan Ber-kelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan
oleh pihak yang independen, dalam hal ini lnapektorat, untuk memberikan
k_eyaki_a_an_ ya:ng  in_em_a_dei_  se`baga_i_  al_a_t  yang  d_a_pa_t  in_em_berikan_  p.eri_ngat.an_
dini yang dilakukan secara berkelanj.utan.

28.   Pe-mantauan  Berke.lanjutan  adalah  penilaian   atas  mutu  kinerja  Siste-in
Pengendalian lntern a.ecara terus. menerus. dan menyatu dalam ke.giatan.

29.   Pengawasan Intern Berbasis RIsiko adalah metod-ologi yang rnenghtibtingkan
pen,gawasan   intern   de~H.gan   ke-ran.gka   kerja   man.ajemen   risike   suatu
organisosi.

30.   Audit Investigatif adal.ah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan
rmengarialisis  serta  meHgevaluasi  bukti-bukti  secara  sistematis  olch  pihak
yang kompeten dan indepe-ndent u-n,tuk m€ngun-g.kapkan fakta atau kejadian
yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan
s.pes`ifik lainnya s.es`ual peraturan yang. berlaku..

31.   Huharman  Disiplin  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  Bejabat  yang
B€rwenang Menghukum kepada ASN karerm melanggar peraturan. D.isiplin
PNS.

3-2-.   Asset    7iecozJefty-    adal.ah    kegiatall    pelacakafl,     pembekuan,     penyitaan,
perampasan,   pemeliharaan/pengelolaan   dan   pengembalian   asset   hasil
kecurangan..

3-3.   Rejhamfng  budaya  tindakan   menggeser  budaya  dari  budaya  negatif  ke
budaya positif.

34.   jEecz FTcigs adalah petunj`uk atau indikasi akan adanya  sesuatu yang tidak
biasa   atau   suatu   penyimpangan   d.an   merupakan   tanda-tanda   bahwa
keourangan terj Sdi.

35.   Unit pengendalian kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan
pengendalian  atas  jenis  kecurangan  tertentu,  seperti  unit  pengendalian
gratifikasi (-UPG)..

36.   Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk
untuk mel-rfukan pengend-ali-an atas j-eni-s kecurangan tertentu.
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BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Maksud dan` Thjuan

Pasal 2

(1)    Peraturan  Bupati  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  pedoman  kepada
penyelenggara  daerah  dalam  memahami  dan  mengendalikan  kecurangan
yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

(2-}    Peratura]I Bupati iffii bertujuarl uHtuk:-
a.   meni-n,g,katkan-   pengetah-u.an   dan-   pemahaman.   penyel,en,ggara   daerah

tentang kecurangan;
b.   meningkatken  kepatuhan  penye.Ienggara  daerah  terhadap  ketentuan

larangan melakukan kecurangan;.
c.   menciptakan  lingkungan  kerja dan  budaya kelja yang transparan  dan

akuntabel di lingkungan pemerintahan da6rah;
d.   membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme;
e.   meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan

pelayanan pubfik di. pemerintahan d-aerah; dan
f.    mewujud-kan manaj€men-pem€rin`tahan yam-g anti fruttd.

Bagi.an Kedua
Prig_sip Dasar

Pasal 3

(1)    Setiap  Penyelenggara  Daerah  atau  Aparatur  Sipil  Negara  wajib  menolak
segala bentuk kecurangan (fyclttc{/.

(2)    Keb±jakeffi 'pefigefidalian kecurafigan dilaksa±±akan bagi seluruh OPD, BLUD
den Unit Layanan lain,n,ya di- lingku`ngan Pemerintah-an- Daerah.

BAB Ill
FRA:UD

Pasal 4

(1)     Jenis jhaztc! meliputi:
a.   korupsi   (.Cor"ptfon),   termasuk  namun   tid-ak  terbatas   pada  konffik

keperltingan, peHyuapan, gratifikasi ilegal, pemerasan ekonomi;
b`   penyralchgunaan. Aset  (,ctsse-t  misajprapri6!froac}`,  termasuk  na]mun  tidak

terbatas pada kas.+ persediaan dan as.et lainnya; dan
c..    in_a±i_i_pu_I_asi_   La.pQra±i_   (FrcEt{.dt/.Ze7t€   s€cz€em.ertts) ,   term_a_su.k_   a_am_u_a_   ted.a±±_

terbatas pada keuangan, non keuangan.
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(2)    Tindakan yang termasuk dalam ,ciztc! merupakan tindakan yang dilakukan
dengan     sengaja     untuk    mengelabui,     menipu     atau     memanipulasi
pemerintahan d`aerah, meliputi:
a.   penyiffipangan tefhadap peraturafi atau ketefituan yafig berlaku.;- dan
b..   penyalchgu-naari. kewenangan,, kesem.patan a-tau sarana yarig d-i-berikan.

(3.},    Tuj.u_ap_ t.in~da,ha_n~ /ra_t{,d  seb.agaimana. d_i_ma!±su_d. p.a_da_ aya.t_  (2},  yams a.eeara_
lang.sung.  maupun  tidak  langsung.  dapat  merugikan  Pemerintah  Daerah
dan/atau pihak lain, meliputi:
a.   mendapatkan keuntungan finansial;
b.   menghindari pembayaran atau kerugian; dan
c.   mengamankan keuntungan pribadi dan/atau pihak lain.

BAB IV

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN
DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian K-esatu
Strategi Pengend'alian Kecurangan

Paed 5

(1)     St_ra.tegi  yang  d.i.tera_pk_a.n~  u.n.tuk_  in.eng.en_d_al_ika±:I_  kecu_rangan_  terd_iri_  a_ta_a  3
yaitu:
a.   pencegahan;
b.   deteksi; dan
c.    respon.

(`2)    Strategi pencegahan yang dimaksud pada ayat (I) huruf a dapat berupa:
a.   edukatif;
b`   preventif;-
c.   penangkalan; dan
d.  penggentaran atau deterensi.

(3)    Strategi Deteksi yang dimaksud pada ayat (.1) huruf b dapat berupa:
a.   inspeksi mendadak;
b.   probtry cndit,
c.   reviu pEu; dan
d.   pengawasan  berkelanj-utan  dan  pemantauan  berkelanj-utan/ cord.nttotts

oudif i:ng and condrmous morutoring (CALCM}., dan
e.   pengawasan intern berbas-is risik®.

(4}    Strategi RespQn yang dimaks,ud pada ayat (1} huruf c dapat berupai
a_..    a_u.dit i_a_vestiga_t_i~f/ a_u.tit_ kh_uses;
b.   peng`enaan hukuman disiplin;
c.   -ass61 recouery.,
d.    negivtzmjng budaya; dan
e.   pelaporan kepada instansi yang berwenang.
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(5)    Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana pada ayat (2),
ayat  (3)  dan  ayat  (4)  mengikuti  pedoman  untuk  masing-masing  bentuk
kegiatan.

Bagian Kedua
Ling]oungan Pengendalian Kecurangan

Pasal 6

(1)    Agar  pengendalian  kecurangan  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien
diperlukan    landasan    lingkungan    pengendalian    kecurangan    sebagai
persyaratan utamanya.

(2`)    Lingkungan pengendalian kecurangan yang dimaksud  pada ayat  1  paling
sedikit meliputi :
a.  komitmen jajaran pimpinan;
bj  budaya anti kecurangan_;
c..   k_ebijak_an_ d_an_ prQsed.u_I pengen_d.a.liar_ k_ecu_rar±€an_;
d.  unit pengendalian kecurang`an;
e.   penilaian risiko kecurangan (fyaztc! 7isfe assessment);
f.   manajemen sumber daya manusia;
9.  manajemen pihak ketiga; dan
h.  sistem pelaporan pelanggaran ( Whistzebzozui.ng System).

Pa§al 7

Wujud kcmitme.n pimpinan dapat berupa:
a`   a.ikap  dan  perilaku  yang.  sesuai  dengan  kode  etik  sehingga  dapat  menjadi

contoh dan teladan bagi peg.awai di ling.kungan kerj.a;
b.   deklarasi  antikecurangan  yang  dituangkan  secara  tertulis  dan  diumumkan

secara  terbuka  kepada  seluruh  pihak  internal  dan  eksternal  pemerintahan
daerah.   Komitmen   tersebut  kemudian   dikomunikasikan  melalui  berbagai
media yang digunakan oleh pemerintahan daerah;

c.   mewajibkan  seluruh  pegawai  membuat  d-an/atau  menandatangani  pakta
integritas atau surat pemyataan tidak melakukan kecur-angan;

d.   menyedickan   sumbe-f  daya  yam-g  dibu-tuhkan   d-al.am   upaya  peri-gendalian
kecurangan,  baik  sumber  daya  manusia,  infrastruktur,  finansial  maupun
-keb.utuhan lain yang relevan; dan

e.   melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang teriadi di
lingkung.an pemerintahan daerah.

Pasal 8

Budaya antikecurangan dapat berupa:
a.   penuangan  komitmen  antikecurangan  ke  dalam  visi,  misi,  tujuan,  sasaran

dan nilai-nildi pefflerintahan daerah;
b.   kcrde etik/ standar perilaku yang secara jelas mendefmisikan kriteria mengenal

perilaku kecurangan; dan
c._    pen_berian_ h_ulg±m_an_ d_i.s.i.pl_in_ sesued_ dengan_ jen_is pelan{;garan_ yang a_i_lafuk_an_



-10-

Pasal 9

Kebijakan d.an prosedur pengendalian kecurangan merupakan petunjuk teknis,
petufijuk pelak-sanaan,  panduan,  pr®sedur. keg±atan baku (SOP} atau dokuffien
desai.n pengen.dad-ian keeurangan lain`nya.

Pas.al 10

(1)    Pengelola pengendalian kecurangan dapat berbentuk OPD, unit atau satuan
tugas pengendalian kecurangan.

(2)    Pengelola  pengendalian  kecurangan  yang  berbentuk  OPD  melaksanakan
tugas dan tanggung jawab dalarn mengendali-kan kecurangan sesuai- dengan
tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan d.al-am peraturan kepala d-aerah.

(-3}-    Pengelola. pengen-dalian kecu,rangan- yang berber.tuk uni-t pen.an,ggun-g jawab
atau   s.atuan   tugas.  pengendalian   kec.urangan   melaksanakan   tugas,  dan
t_anggr±ng j.awabnya  ses.uai_  d_engan_  t_ugas_  pQk_Qk_  d_an_  fung§_in_ya yang. a_ud.ah
ditetapkan dalam peraturan/ surat keputusan kepala daerah.

Pasal  1 1

(1)     Penilalan Risiko  Kecurangan atau Ftottcr Rlsfe AssessmerLt TRA)  merupakan
serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.

(2}    Risiko Kecurangan adalah kemungkinan teriadinya kecurangan dan dampak
potensial jika teriadi.

(3)     Daftar  dan  peta  risiko  kecurang.an  adalah  dokumen  yang. dihasilkan  oleh
proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.

(4)     FRA  beljalan  bersamaan  dengan  pengelolaan  risiko   pada  pemerintahan
daerah.

(5)     Daftar    dan    peta    risiko    kecurangan    harus    menjadi    dasar    untuk
m€rencaH`ahan miti.ga,si risike secara teru-kur d-an ke,mprekensif atas programEi
dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 12

(1)    Manajemen Sumber Daya Manusia adalah serangkaian proses perencanaan,
pengorganisasian,    pengarahan    dan    pengawasan    kegiatan    pengadaan,
pengembangan,  pemberian kompensasi,  pengintegrasian,  pemeliharaan dan
pelepasan SDM agar tercapai tuj-uar indivi-du, tuj`uan organisasi dan tu]`uan
pembangunan nasional.

(-2-)-    M-anajem.en.     SDM    di`tujukan-    u`n-tu-k    menciptakan     kom.un,itas    daha
organiasasi  yang  imun  terhadap  kecurangan  melalui  a.erangkaian  proses_
s`ebagaimana dimaks.ud pada ayat. ( 1}..



Ill
Pasal 13

(1)    Fihak ketiga adal.ah individu, organisasi d.an entitas lain yang berhubungan
defigan  peffieriHtahan  d&erah,   bdik  hubungam  yang  ber§ifat  koHtraktual
mau,pun nan kontraktual.

(2).    FThak ketiga yang beke.rj.a s.ama  dengan  pemerintah  daerah harus  melalui
proses  pemilihan  yang  benar  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan    sehingga    terpilih    pihak    ketiga    yang    memiliki    komitmen
antikecurangan.

(3)    Pemberian  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  harus  dijalankan  dengan
memenuhi kriteria palayanan publik yang bersih dan melayani.

(4)    Fihak ketiga dan masyarakat pen€rima layanan publik mefljadi mitra utana
pane-rapan kebijakan antikeeurangan.

Pasal 14

(1)     Sistem  Pelaporan  Pelanggaran  (VI/7Listzebzo"jng  Sgstem/WBS)  adalah  sistem
yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai
suatu  perilaku  melawan  hukum,  perbuatan  tidak  etis/tidak  semestinya,
pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tu].uan untuk
mengoptimalkan peran serta para sfofeefrozczer dan pihak lainnya/masyarakat
luas   datam   ffieHgufigkapkan   pelanggaran   yang-   te£-Sdi   di   lirigkufigrII
pemerintahan daerah.

(2)    WBS   dimaks`udkan   untuk   mendQrQng   perari   aktif  pegawai   dan   pihak
eksternal   organisasi   untuk   menyampaikan   informasi   mengenai   dugaan
kecurangan.

(3)    WBS harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas.

(4)    Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan
bagi pelapor.

BABV
SATUAN TUCIAS PENGENDAIIAN KE.CURANCIAN

Pasal 15

(1)    Satuan   tugas   pengendalian   kecurangan   tingkat   pemerintahan   daerah
adalah sebagai berikut:
i'enanggung jawa-b               : Bupati
Wakil Penanggung Jawab   : Sekretaris Daerah
Ketua-
Sekrefaris
An88Qta

: Iflspektur
: Sckretaris ln,spektorat
: Kep.ala QPD Terkait
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(2)    Tugas  utama  satuan  tugas  pengendalian  kecurangan  adalah  melakukan
fungsi   koordinasi,   monitoring   dan   evaluasi   pengendalian   kecurangan
tingkat pemerintahan daerah.

(3)    Tu-gas dan fungsi satuan tugas perlgeri`dalian keeurangari akan dijabar.kan
lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  daerah  atau  aparatur  sipil
fiegara ter'hadap ketentuafi y-afig- diatur- dalati:i per-at`urdi'i ini,  dik-efiak:ari §afik§i
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN P-ENUTUP-

Pas.al 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   dapat   mengetahuinya,    memerintahkan   pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Minika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 3 Maret 2025

Pj.  BUPATI MIMIRA,
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Diundan8kan di Timika
Pad'a- tan-ggal-, 3 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIRA
ttd

PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 13.

NIP.19710523 2007011011


